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Rony Kurniawan. E0013366. 2017. IMPLEMENTASI KETERBUKAAN 
INFORMASI PUBLIK DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi 
di Desa Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis urgensi dan 
implementasi keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan Desa di 
Desa Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.  
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Sifat penelitian deskriptif. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan simpulan, yaitu: 
Pertama, urgensi keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan Desa di 
Desa Buran adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang 
demokratis dengan mengarusutamakan transparansi dalam rangka menjamin 
kepastian proses pengelolaan keuangan Desa. Sesuai perspektif Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Desa termasuk dalam 
badan publik. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang membahas 
lembaga kemasyarakatan Desa berfungsi dalam pemberdayaan masyarakat yang 
mengarah terwujudnya demokrasi dan transparansi di tingkat masyarakat. Selain itu 
juga transparansi diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 133 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa Tahun 2017. 
 
 Kedua, Indikator pemerintahan yang terbuka mensyaratkan  adanya  jaminan  
atas lima hal, yaitu: (i) hak untuk  memantau perilaku  pejabat  publik  dalam  
menjalankan  peran  publiknya;  (ii) hak untuk memperoleh  informasi; (iii) hak untuk 
terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik; (iv) 
kebebasan berekspresi yang antara lain diwujudkan  dalam kebebasan pers; dan (v) 
hak untuk  mengajukan  keberatan terhadap  penolakan  atas keempat  hak terdahulu. 
Untuk syarat (i),(iii),(iv),(v) bisa didapatkan masyarakat Desa Buran, Kecamatan 
Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar dengan cara bermusyawarah dalam rapat yang 
dilaksanakan oleh pemerintah Desa Buran dalam pembahasan pengelolaan keuangan 
desa. Untuk syarat (ii) masyarakat dapat melihat APBDes yang ditempatkan di papan 
pengumuman kantor Desa Buran. Implementasi keterbukaan informasi publik dalam 
pengelolaan keuangan Desa di Desa Buran kurang optimal, karena Pemerintah Desa 
masih menggunakan media yang sangat terbatas dalam menyampaikan informasi 
terkait pengelolaan keuangan Desa. 
 







Rony Kurniawan. E0013366. 2017. IMPLEMENTATION OF DISCLOSURE 
OF PUBLIC INFORMATION IN VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT 
(Study in Desa Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar). 
This study aims to identify and analyze the urgency and implementation of 
public information disclosure in village financial management in Desa Buran 
Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. 
This research is an empirical law study. The nature of descriptive research. 
Data collection techniques used were interviews and literature study. The data 
analysis technique used is qualitative. 
Based on the results of research and discussion, the conclusions are: First, the 
urgency of public information disclosure in the management of village finances in 
Desa Buran is to realize the implementation of democratic village governance by 
mainstreaming transparency in order to ensure certainty of village financial 
management process. In accordance with the perspective of Law Number 14 Year 
2008 on Public Information Disclosure, Villages are included in public bodies. Law 
No. 6 of 2014 on Villages that discuss village community institutions functions in the 
empowerment of communities that lead to the realization of democracy and 
transparency at the community level. In addition, transparency is regulated in 
Karanganyar Regent's Regulation No. 133 of 2016 on Guidelines for Transfer Fund 
Management to Villages 2017. 
Second, open government indicators require guarantees on five issues, 
namely: (i) the right to monitor the behavior of public officials in performing their 
public roles; (ii) the right to obtain information; (iii) the right to engage and 
participate in the process of public policy formation; (iv) freedom of expression 
which, among other things, is manifested in the freedom of the press; and (v) the right 
to object to the rejection of all four prior rights. For the conditions (i), (iii), (iv), (v) 
can be obtained by the people of Buran Village, Tasikmadu Sub-District, 
Karanganyar District by way of deliberation in meetings held by Buran Village 
government in the discussion of village financial management. For the condition (ii) 
the public can view the APBDes placed on the Buran Village office announcement 
board. Implementation of public information disclosure in village financial 
management in Buran Village is not optimal, because the Village Government still 
uses very limited media in conveying information related to village financial 
management. 
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